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ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DI BEBERAPA PASAR
KOTA PALEMBANG

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerimaan retribusi pasar di
beberapa pasar Kota Palembang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan adalah data yang
diambil dari beberapa pasar yang ada di Kota Palembang berupa data tarif yang
dikenakan pada kios, los, dan plataran dan pungutan yang dilakukan oleh petugas
pemungut retribusi di beberapa pasar Kota Palembang sedangkan data sekunder
yang digunakan adalah data penerimaan retribusi pasar, data penerimaan dan data
biaya operasional pengelolaan serta data jumlah kios, los, dan plataran dari
beberapa pasar Kota Palembang. Analisis yang digunakan adalah analisis
efektifitas, analisis efisiensi, analisis potensi, dan uji beda rata-rata (Wilcoxon
Signed Ranks Test).

Berdasarkan hasil penelitian, potensi yang ada di beberapa pasar Kota
Palembang sangat besar akan tetapi pungutan retribusi yang dilakukan belum
maksimal karena masih banyaknya kios, los, dan plataran yang kosong serta
banyaknya pedagang yang imencmpati plataran secara tidak tetap sehingga
realisasi penerimaan tidak sesuai dengan potensi yang ada di beberapa pasar.
Hasil uji beda rata-rata menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara
potensi dan realisasi penerimaan di beberapa pasar Kota Palembang, yaitu
realisasi penerimaan lebih rendah dari potensi. Hal ini disebabkan karena masik
banyaknya kios, los, dan plataran yang kosong sehingga pungutan retribusi di
beberapa pasar Kota Palembang belum maksimal.

Kata Kunci: Penerimaan Retribusi Pasar

X1V
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AN ANALYSIS OF THE MARKET RETRIBUTION REVENUES AT SOME
MARKETS IN PALEMBANG

ABSTRACT

This study was aimed at analyzing the market retribution revenues at some
markets in Palembang. Primary and secondary data were used in this study. The former
was taken from some markets in Palembang in the form of tariff data subjected to the
kiosk, stall, and plataran (unoccupied spaces at market usually used for various business
purposes). The later was taken from the data of market retribution revenues, data of
revenues and operational cost management, and data of the number of kiosk, stalls, and
plataran. The Wilcoxon Signed Ranks Test was used to analyze the market retribution
revenues in terms of  its effectiveness,  efficiency, potent:a..t}

This study showed that there were great potential revenues at some markets in
Palembang. Nevertheless, the retribution revenues were not maximally received because
there were many kiosk, stalls, and plataran which were not rent and there were also many
merchants who did not permanently rent the kiosk, stalls, and plataran so that the actual
retribution revenues were not in accordance with the existing potential in some markets.
The Wilcoxon Signed Ranks Test showed there was a significant difference between the
potential retribution revenues and actual retribution revenues in some markets in

Palembang. It was because there were many kiosk, stalls, and plataran which were not
ren: so thnl’ tha r“hlal reveues were 1 ar thaon tha nata ial nna

at i aciu tevea LAAZ SN man l,lvlvl viivo.

Keywords: Markei Retribution Revenues

Translated f from the original copy
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Hasil Amandemen UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR menyatakan
bahwa setiap daerah di Indonesia diberikan hak untuk melaksanakan otonomi
daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab
yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah. Pemberian
kewenangan yang dimaksud dilaksanakan secara proporsional yang diwujudkan
dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang
berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pemberian otonomi
tersebut dimaksudkan untuk melakukan pembangunan dalam arii luas yang
meliputi segala segi kehidupan, dimana dalam pelaksanaannya diharapkan sesuai
dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta imasyarakat, pemerataan. lieadilan.
potensi dan keanekaragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Otonomi daerah merupakan sarana untuk meningkatkan pelayanan dan
kesejahteraan masyarakat khususnya di daerah otonom agar semakin baik. Gun‘a
menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab
diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang
didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dalam hal ini,
kewengan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah. Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah




yang semakin mantap, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan
kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan penerimaan
pendapatan asli daerah (PAD, baik dengan meningkatkan penerimaan sumber
PAD yang sudah ada maupun dengan penggalian sumber PAD yang baru sesuai
dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi
masyarakat. Sesuai dengan yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999 yang
kemudian disempurnakan dengan UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah, maka setiap daerah berhak untuk menyelenggarakan pemerintahaanya
sendiri sesuai dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang

dimilikinya.

Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai salah satu bagian dari
pembangunan nasional dilaksanakan dengan prinsip otonomi 4seluas—luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang
dalam kewenangan daerah. Kewenangan daerah merupakan wewenang yang
dimiliki pemerintahaan daerah untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya dam
mengatur  dan menrcurus  sendiri  urusan  pemerintahan,  kecuali urusan
pemerintahaan yang oleh UU No. 32 Tahun 2004 ditentukan menjadi pemerintah
pusat. Dalam UU tersebut kewengan daerah terbagi menjadi kewenangan
pemerintah daerah dan provinsi (pasal 13 UU NO 32 Tahun 2004) dan kewengan

pemerintah daerah untuk kabupaten/ kota (pasal 14 UU No. 32 Tahun 2004).

Pclaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada Daerah Kabupaten

dan Daerah Kota dimulai dengan adanya penverahan sejumlah kewewenangan



(urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan.
Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus
disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan
yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) di mana komponen utamanya adalah penerimaan
yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah. Terwujudnya
pelaksanaan otonomi daerah, terjadi melalui proses penyerahan sejumlah
kekuasaan/kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah di mana
implementasi kebijakan desentralisasi memerlukan banyak faktor pendukung.
Salah satu faktor pendukung yang secara signifikan menentukan keberhasilan
pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk membiayai
pelaksanaan kekuasaan/kewenangan yang dimilikinya, di samping faktor-faktor
lain seperti kemampuan perscnalia di dacrah dan kelembagaan pemerintah daeran

(Riduansyah, 2003 : 49-50).

Pada UU No. 33 Tahun 2004 pasal 2 ayat (1) tentang perimbangan

Keuangan Antera Pemerintzh Pusat dan Pemerintah Dacrah dijelaskar: :

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
merupakan bagian pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem
Keuangan Negara, dan dimaksudkan untuk mengatur sistem pendanaan

atas kewenangan pemerintah yang diserahkan, dilimpahkan, dan ditugas

bantukan kepada daerah.



Pembentukan Undang-Undang tentang perimbangan Keuangan Pusat dan
Daerah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan
kepada Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang
Pemerintahaan Daerah. Pendanaan tersebut menganut prinsip money follows
functions yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi
pemerintahaan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing

tingkat pemerintah.

Menurut Koswara yang dikutip oleh Irfan Setiawan (2008: 1) menyatakan
bahwa ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi
terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya daerah harus memiliki
kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber—sumber keuangan sendiri,
mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan pada
Pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian
sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan

pusat dan dacrah scbagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang semakin mantap,
maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri
yakni dengan upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik
dengan meningkatkan penerimaan sumber PAD yang sudah ada maupun dengan
penggalian sumber-sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta

memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Sesuai dengan yang diatur



dalam UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 32
tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka setiap daerah berhak untuk
menyelengarakan pemerintahannya sendiri sesuai dengan sumber daya alam dan

sumber daya manusia yang dimilikinya.

Sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang No.33 tahun 2004
adalah 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah,
hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah yang sah, 2) Dana

perimbangan, 3) Pinjaman daerah, 4) Pendapatan daerah lain-lain yang sah.

Pemerintah Daerah Kota Palembang merupakan salah satu daerah yang
diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Seiring
dengan berjalannya otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah mampu
mengelola dan memaksimalkan sumber daya yang ada di daerah untuk
kelangsungan dan kemajuan daerah itu sendiri. Sebagai daerah otonom, Kota
Palembang dituntut untuk dapat memiliki kemandirian terutama dalam hal

penggalian dan pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah.

Seperti terlihat pada Tabel 1.1 memperlihatkan sumber-sumber PAD Kota

Palembang tahun 2006-2010 yaitu sebagai berikut:



Tabel 1.1
Sumber-sumber PAD Kota Palembang Tahun 2006-2010 (dalam jutaan
Rupiah)
Tahun Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah
Pajak Daerah Retribusi Hasil Lain-lain PAD
Daerah Pengelolaan yang Sah
Kekayan

daerah yang

dipisahkan
2006 45.057,34 40.375,91 821,38 10.948,19
2007 51.486,86 48.572,15 2.366,82 39.702,46
2008 69.367,59 59.055,02 1.951,49 41.009,44
2009 84.696,56 51.274,32 8.402,35 26.167,40
2010 | 104.047,31 65.175,50 23.533,11 62.437,71

Sumber : Dispenda, Sumber-sumber pendapatan asli daerah Kota Palembang

Tahun 2006-2010 (data diolah)
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Gambar 1.1

Sumber-sumber PAD Kota Palembang Tahun 2006-2010 {dalam jutaan
Rupiah)



Dari tabel 1.1 diatas terlihat sumber-sumber pendapatan asli daerah kota
Palembang. Penerimaan terbesar adalah penerimaan dari pajak daerah yang
meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Kemudian disusul oleh
penerimaan dari retribusi daerah, hanya saja pada tahun 2009 terjadi penurunan
dari tahun sebelumnya yaitu dari Rp 59.055.021.400,00 yang mengalami
penurunan menjadi Rp. 51.274.328.286,00

Salah satu komponen PAD yang menjadi andalan adalah penerimaan dari
retribusi daerah. Adapun jenis retribusi daerah yang menjadi salah satu sumber
Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang adaiah retribusi pasar seperti terlihat
pada Tabel 1.2 memperlihatkan perbandingan antara penerimaan beberapa
retribusi daerah dengan penerimaan retribusi pasar di Kota Palembang Tahun

2006-2010, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.2
Perbandingan Antara Penerimaan Beberapa Retribusi Daerah
dengan Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Palembang tahun 2006-2010
(dalam jutaan Rupniah)

! No. | Tahun | Nama Retribusi —T;
Retribusi Retribusi Rctribusi——_} " Retribusi ]! Retribusi
1zin Pelayanan Dengujian | Parkir Di Pasar
Mendirikan Kesehatan Kendaraan Tepi Jalan
Bangunan Bermotor Umum
I 2006 12.523,39 4.167,28 2.479.92 2.437.09 2.558.15
2: 2007 15.964,90 3.987.58 2.751.74 1.852.06 2901.14 |
3. 2008 20.397.38 4.779,55 3.037.44 2.386.13 3.042.38
4, 2009 20.161,75 4.555,54 2.948,17 3.382,88 5.258,48
5 2010 32.536,15 4.451,59 3.094,07 3.590.07 5.954,11

Sumber: Dispenda Kota Palembang tahun 2011 (data diolah)
Dari tabel 1.2 diatas terlihat perbandingan antara penerimaan beberapa

retribusi daerah terhadap penerimaan retribusi pasar di Kota Palembang. Pada



tahun 2007 Penerimaan terbesar adalah penerimaan dari retribusi izin mendirikan
bangunan dan penerimaan terendah adalah penerimaan dari retribusi pasar.

Akan tetapi terjadi penurunan penerimaan retribusi izin mendirikan
bangunan yaitu pada tahun 2008 dari Rp. 20.397.385.290 menurun menjadi Rp.
20.161.757.975 pada tahun 2009. Sedangkan penerimaan retribusi pasar selalu
mengalami peningkatan tiap tahunnya walaupun jumlah penerimaannya tidak
sebesar penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan.

Penerimaan retribusi pasar selalu meningkat selama 5 tahun terakhir.
Seperti terlihat pada Tabel 1.3 memperlihatkan rasio perbandingan retribusi Pasar

Dengan PAD Kota Palembang Tahun 2006-2010, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.3

Rasio Perbandingan Retribusi Pasar Dengan PAD Kota Palembz2ng
Tahun 2006-2010

No | Tahun | Penerimaan Retribusi | PAD Kota Palembang | Rasio
Pasar (dalam Rp) (dalam Rp) Retribusi
Pasar
terhadap
| PAD (%)
i1 12006 | Rp2.558.154.334 Rp 97.202.850.978.37 !2.63 %
2 12007 |Rp2.901.142.007 | Rp 142.128.319.304,47 | 2,04 %
3 |2008 |Rp3.042.381.787 Rp 171.383.551.551,57 | 1,77 %
4 12009 |Rp5.358.488.272,60 Rp 170.540.649.161,73 | 3,14 %
5 |2010 |Rp5.954.117.437,97 Rp 255.193.654.243,66 | 2,33 %

Sumber : Dispenda Kota Palembang Tahun 2010 (data diolah)



Gambar 1.2
Perbandingan Retribusi Pasar Dengan PAD Kota Palembang (dalam jutaan
rupiah)
1300000~ T T T
L 250000 e T T T T |
! ' i
Q0000 = —nren e T e ST S
150000 - Al _:,f.,.,-'?"' T AT S «=g== Retribusi Pasar '
i 4 PAD
200000  ~rnrfgf Fom e e e S T
GOOQQ - - merm o e mmrmmt e i
[ e

Dari Tabel 1.3 di atas dapat dilihat rasio perbandingan antara retribusi
pasar dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang. Dapat diketahui
setiap tahun penerimaannya mengalami perubahan, yaitu tahun 2006 mencapai
2,63 %. Pada tahun 2007 mengalami penurunan yaitu 2.04 % dan tahun 2008
hanya mencapai 1,77 %. Akan tetapi pada tahun 2009 terjadi peningkatan yaitu
mencapai 3,14 %. Kemudian pada tahun 2010 kembali terjadi penurunan yaitu
2,33 %. Namun penerimaan retribusi pasar di Kota Palembang selama 5 tahun
terakhir mengalami peningkatan begitu juga dengan tingkat PAD.

Peningkatan  penerimaan retribusi pasar ini disebabkan sejak
dikeluarkannya Perda Kota Palembang No. 6 tahun 2005 tentang pembentukan

Perusahaan Daerah (PD) Pasar Palembang Jaya yaitu mulai tahun 2006
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pemungutan retribusi pasar yang sebelumnya dikelola oleh Dinas Pasar,
selanjutnya diserahkan kepada PD.Pasar Palembang Jaya. Kemudian Perda Kota
Palembang No. 6 tahun 2005 tersebut diperbaharui dengan Perda Kota Palembang
No. 5 Tahun 2007 tentang pengelolaan pasar. Hal ini memberi dampak positif
bagi Pemerintah Kota Palembang untuk menggali potensi penerimaan dari sektor
ini. Karena sebelum dikeluarkan Perda tersebut pemungutan dari retribusi pasar
belum dikelola oleh suatu instansi atau badan yang mempunyai kemampuan untuk
menjalankan fungsi pengelolaan yang sesuai dengan kemajuan teknologi dan
persaingan global serta menuntut pelayanan yang serba cepat dan transfaran
seiring dengan perkembangan Kota Palembang.

PD.Pasar Palembang Jaya merupakan salah satu Badan Usaha Milik
Daerah Pemerintah Kota Palembang yang bergerak di bidang pemasaran sesuai
dengan tugas dan fungsinya yaitu mengelola dan melakukan perkembangaii pasar-
pasar tradisional yang terdapat di Kota Palembang.

Tabel 1.3 menunjukkan jumlah petak dan los di pasar tradisional sekcta

Palembang yang dikelola oleh PD.Pasar Palembang Jaya, yaitu sebagai berikut :



Tabel 1.4
Jumlah Petak dan Los di Pasar tradisional sekota
Palembang yang dikelola oleh PD.Pasar Palembang Jaya

Nama Pasar Jumlah Petak Jumlah Los

No
1. | Cinde 692 176
2. Bukit Kccil 128 48
3. Padang Sclasa 94 71
4. | Sekanak 230 3
5. Tangga Buntung 93 30
6. Soak Bato 65 155
7. Gandus 16 0
8. Burung 0 0
9. Kamboja 32 58
10. | Km.5 297 160
11. | Kcbon Semai 169 144
12. | Lemabarg 434 217
13. | Kuto 234 324
14. | Sekip Ujung 85 324
15. | Kepandean 0 0
16. | 16 Ilir 2091 1136
| 17. | Yada i25 140
18. | Kertapati 203 126
19. { 10 Ulu 503 100
20. | 7Ulu 0 0
21. | 3-4 Ulu 119 108
727, | Cakna 0 0
23. | 1 Ulu 29 101
24, | Sentosa 32 0
25. | Klinik 7 Ulu 70 16 B
26. | Pasar Plaju 352 403
27. | Induk Jakabaring 320 105
28. | Multi Wahana 100 142 i
29 | Griva Musi Permai 102 136 I
30 | Lebung Gajah 9 166 |
31 | Alang-alang Lebar 360 408
32 | PagiKm7 92 50
33 | PagiKm$5 407 9
34 | AsuransiKm 5 21 300
35 | Retail Jakabaring 838 125 ]
36 | Simpang Kramasan 0 0
37 | Buah Jakabaring 77 120
38 | Pagi Lemabang Schati 38 774
39 | Pagi Lemabang BCA 0 0

Sumber : PD.Pasar Palembang Jaya Tahun 2011 (data diolah)



pasar-pasar tradisional sekota palembang yang terdata dan dikelola oleh PD.Pasar

Dari Tabel 1.4 di atas dapat dilihat jumlah petak dan los yang terdapat di
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Palembang Jaya. Setiap pasar mempunyai jumlah petak dan los yang berbeda.

Jumlah petak dan los akan mempengaruhi jumlah pungutan retribusi pasar yang
seharusnya diterima. Jumlah kios, dan los yang berbeda di setiap pasar ini akan

menentukan potensi retribusi pasar dengan realisasi pendapatan pungutan retribusi

pasar.

pendapatan ietribusi pasar maka PD.Pasar Palembang Jaya harus bisa membuka

Oleh karena itu agar potensi retribusi pasar dapat sesuai dengan realisasi

dan memfungsikan seluruh los dan kios yang tutup dan yang tidak terpakai.

memberikan kontribusi penerimaan yang selalu meningkat tiap tahunnya terhadap

realisasi penerimaan retribusi pasar seperti di tunjukkan pada tabe! 1.4 berikut ini :

Ada beberapa pasar di Kota Palembang yang memiliki potensi dan

Tabe! 1.5

Penerimaan dari beberapa pasar yang dikelola oleh PD.Pasar

Palembang Jaya Tahun 2906-2010

(Dalam Rp)
No | Penerimaan L ji___l\a_“ama Pasar ]
Tahun Pasar Cinde Pasar 10 Ulu Pasar Bukit Kecil
1 12006 291.186.435 175.248.664 39.803.690 ]
2 12007 323.439.625 198.589.178 35.748.402
3 12008 381.539.600 223.946.591 41.203.380
4 12009 593.089.025 309.532.861 76.657.154
5 12010 645.419.016 367.381.350 84.230.811

Sumber : PD.Pasar Palembang Jaya Tahun 2011 (data diolah)
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Gambar 1.3
Penerimaan dari beberapa pasar yang dikelola oleh PD.Pasar
Palembang Jaya Tahun 2006-2010 (Dalam Rp)
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Dari Tabel 1.4 di atas terlihat bahwa penerimaan dari ketiga Pasar tersebut
mengalami peningkatan tiap tahunnya. Penerimaan terbesar terdapat pada pasar
Cinde, kemudian pasar 10 Ulu, dan pasar Bukit Kecil. Fluktuasi penerimaan
penerimaan terjadi di pasar Bukit Kecil pada tahun 2007 yang mengalami
penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu dari Rp 39.803.690,00 menurun menjadi
Rp 25.748.402,00. namun pada tahun berikutnya vaitu tahun 2008, 2009, dan
2010, penerimaannya kembali meningkat.

Selain itu terdapat juga beberapa pasar tradisional yang memiliki jumlah
petak. dan los lebih banyak dibandingkan dengan pasar-pasar tradisional lainnya.
Dari beberapa pasar tersebut ada beberapa pasar yang penerimaannya terus
meningkat dan ada juga pasar yang mengalami fluktuasi penerimaan tiap
tahunnya.

Seperti yang ditunjukkan pada tabel 1.5 berikut ini akan memperlihatkan
penerimaan dari beberapa pasar tradisional dengan jumlah petak, dan los yang

lebih banyak dibandingkan dengan pasar-pasar tradisional lainnya.
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Tabel 1.6
Penerimaan beberapa pasar tradisional yang memiliki jumlah petak
dan los yang lebih banyak dibandingkan dengan pasar-pasar tradisional

lainnya :
[ No Nama Pasar
Tahun Pasar Retail
Pasar 16 Ilir Pasar Lemabang Jakabaring
1. {2008 106.756.000 180.029.649 169.839.000
2. | 2009 443.300.000 286.851.481 215.571.000
3. {2010 233.500.000 348.825.500 214.989.000

Sumber : PD.Pasar Palembang Jaya Tahun 2011 (data diolah)

Dari tabel 1.6 diatas terlihat bahwa dari ketiga pasar tersebut, pasar yang
memiliki penerimaan yang meningkat setiap tahunnya adalah Pasar Lemabang.
Pada tahun 2008 penerimaan Pasar Lemabang lebih besar dibandingkan
penerimaan Pasar 16 Ilir dan Pasar Retail Jakabaring. Hanya saja pada tahun 2009
penerimaan terbesar terdapat pada Pasar 16 Ilir akan tetapi pada tahun 2010
penerimaan terbesar kembali terjadi di Pasar Lemabang. Sedangkan pada pasar 16
Ilir dan pasar Retail Jakabaring peningkatan penerimaan hanya terjadi pada tahun
2009, kemudian penerimaannya menurun pada tahun 2C10.

Penerimaan pada Pasar lLemabang selalu meningkat tiap tahunnya
dibandingkan dengan Pasar 16 Ilir dan Pasar Retail Jakabaring. Seharusnya
penerimaan Pasar 16 llir dan Pasar Retail Jakabaring juga dapat meningkat setiap
tahunnya dan dapat lebih besar penerimaannya daripada Pasar Lemabang karena
banyaknya jumlah petak dan los yang terdapat di Pasar 16 Ilir dan Pasar Retail
Jakabaring tersebut.

Hal ini disebabkan oleh pada pasar 16 ilir terdapat pihak yang bukan

petugas dari PD. Pasar menarik pungutan kepada para pedagang kaki lima yang
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terdapat di plataran pasar. Selain itu terdapat oknum aparatur pemerintah yang
harusnya mengawasi dan menjaga ketertiban para pedagang akan tetapi malah
menarik pungutan kepada para pedagang di setiap kios, los, dan plataran sebesar
RP. 20.000 setiap minggunya. Tentu saja hal ini di luar tugas dan menyalahi
wewenang dari aparatur pemerintah itu sendiri karena pengelolaan pungutan
retribusi adalah tugas dan wewenang dari PD. Pasar Palembang Jaya seperti yang
telah di tetapkan oleh pemerintah daerah Kota Palembang.

Kemudian di pasar retail jakabaring juga terdapat pihak yang menarik
pungutan kepada para pedagang kaki lima di plataran pasar ya;lg bukan petugas
dari PD. Pasar Palembang Jaya. Selain itu kurangnya kesadaran membayar
retribusi oleh para pedagang yang menempati petak, los, dan plataran
menyebabkan petugas sulit untuk memungut retribusi kepada para pedagang dan
akibatnya pemungutan retribusi tidak cptimal.

Kemudian banyaknya pedagang di pasar Lemabang yang tidak tetap di
petak, los, dan plataran pasar menyebabkan petugas sulit memungut retribusi
karena ketika pctugas hendak memungut retibusi ada beverapa pedagang vang
sudah tidak imenempati petak. los. dan plataran tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut kajian tentang retribusi pasar secara lebih
mendalam merupakan hal yang menarik, terutama potensi dari beberapa pasar di
Kota Palembang yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan retribusi pasar
sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kota Palembang.

Dengan demikian penelitian diharapkan akan memiliki arti yang penting,

karena hasil penelitian akan menjadi masukan yang berharga bagi Pemda Kota
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Palembang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) maka penulis

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “ANALISIS PENERIMAAN

RETRIBUSI PASAR DI BEBERAPA PASAR KOTA PALEMBANG”.

L2;

Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang maka perumusan masalah pada penelitian ini

adalah :

1.

1.3.

Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi naik turunnya penerimaan di
beberapa pasar Kota Palembang?
Sejauh mana efektifitas dan efisiensi pemungutan retribusi pasar di Kota

Palembang?

. Apakah terdapat perbedaan potensi dan realisasi penerimaan retribusi

pasar di beberapa pasar Kota Palembang?

Tujuan Penelitian

Adapun wijuan dari peaclitian ini aaalah :

. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya

penerimaan di beberapa pasar di Kota Palembang.

Untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dan efisiensi pemungutan
retribusi pasar di Kota Palembang.

Untuk mengetahui adakah perbedaan potensi dan realisasi penerimaan

retribusi pasar di beberapa pasar Kota Palembang.
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1.4. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis agar hasil penelitian ini memberikan manfaat

sebagai berikut :
1. Manfaat Akademis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran atau kontribusi bagi mahasiswa fakultas ekonomi pada
umumnya dan mahasiswa jurusan ekonomi pembangunan pada khususnya
mengenai retribusi pasar agar dapat memperoleh informasi lebih mengenai
potensi dan penerimaan dari beberapa pasar di Kota Palembang yang
memberikan kontribusi terhadap penerimaan retribusi pasar sebagai salah
satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kota Palembang. Selzin itu
juga sebagai bahan perbandingan dari penelitian yang telah ada. serta
bahan masukan dan rujukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian

yang sejenis.
2. Manfaat Operasional

Manfaat ini dapat diperoleh bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan
pemerintah daerah, dan dinas-dinas terkait sebagai bahan pertimbangan
dalam melakukan kajian dalam pengambilan keputusan dan penetapan
kebijakan guna meningkatkan penerimaan retribusi pasar sebagai salah

satu penerimaan daerah Kota Palembang.
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